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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah mempunyai
kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi warga
negaranya seperti tempat tinggal, pekerjaan yang layak, sandang, pangan
yang cukup dan lingkungan yang memadai, sehingga Negara dituntut untuk
memberdayakan setiap jengkal tanah yang berada di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini harus mendapatkan perhatian
yang serius dikarenakan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang
berdasar data statistik pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia
sebanyak 262 juta jiwa dengan laju pertumbuhan pada angka 1,49 persen,
artinya setiap tahun penduduk Indonesia bertambah 4 juta jiwa. Pada sisi
yang lain bahwa jumlah bidang tanah bersifat statis namun harus mampu
memenuhi kebutuhan dasar penduduk yang semuanya berbasis pada
pemanfaatan ruang bidang tanah.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara, pemerintah juga
memerlukan tanah dalam pemenuhan program strategis/ prioritas seperti
perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata,
ketahanan energi dan pangan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman
serta pembangunan wilayah pada umumnya. Keterbatasan tanah dalam
konteks lahan ini menjadi permasalahan utama dalam pencapaian program
strategis tersebut yang pada akhirnya perlu upaya terobosan dengan
perlunya pembentukan Bank Tanah. Upaya ini harus terus dilakukan
mengingat juga banyaknya permasalahan dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, dimana sangat sulit mendapatkan lahan dan
mengantisipasi melonjaknya harga tanah seiring berlangsungnya proses
pengadaan tanah dalam setiap kegiatan pembangunan di negara kita.

Transformasi kelembagaan pengelola pertanahan dari Badan

Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
1



Pertanahan Nasional pada Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo,
menjadikan tugas dan kewenangan menjadi semakin besar, untuk
mengusung visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu kedaulatan pangan dan
kemandirian ekonomi, yang saat ini akan dicapai dengan program prioritas
reforma agraria, pengadaan tanah dan legalisasi asset. Bahkan di awal
pembentukan kementerian ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa beberapa fokus kerja
kementerian adalah terkait penanganan sengketa tanah, peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, pembentukan bank tanah, penyediaan lahan
untuk pembangunan dan penataan struktur organisasi kementerian.
Mengingat hal tersebut wacana pembentukan bank tanah terus mengalir
mulai tahun 2014.

Dalam Maria Sumardjono (2008) disebutkan bahwa gagasan untuk
membentuk bank tanah sudah muncul pada tahun 80-an. Di Indonesia
kegiatan yang dapat disebut sebagai embrio bank tanah, antara lain adalah
JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung) di Jakarta dan SIER (Surabaya
Industrial Estate Rungkut) di Surabaya.

Mengingat pentingnya keberadaan Bank Tanah di Negara Indonesia
dan kaitannya dengan pengadaan tanah, manajemen pertanahan dan
pengembangan tanah, maka perlu dikaji lebih mendalam perlunya segera
dilakukan pembentukan Bank Tanah. Kelembagaan, sumber daya lahan yang
tersedia, regulasi yang dibutuhkan dan potensi bank tanah nantinya harus
sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, kebutuhan pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan dan aturan hukum pertanahan yang berlaku di
Negara Indonesia. Mendasarkan berbagai hal di atas maka perlu dilakukan
penelitian terkait dengan,”Pembentukan Bank Tanah dan Permasalahannya

di Indonesia.”



B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Mengapa perlu segera dibentuk Bank Tanah di Indonesia?

Bagaimana daya dukung aturan yang ada saat ini dan aturan lain yang
diperlukan dalam pengelolaan Bank Tanah di Indonesia?

Seberapa besar potensi pencadangan tanah obyek Bank Tanah dan
bagaimana mekanisme pengelolaan asetnya?

Bagaimana skema  kelembagaan yang harus dipersiapkan untuk
implementasi Bank Tanah di Indonesia?

Problematika apa saja yang potensial muncul dalam pengelolaan

Bank Tanah?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasar rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan juga tujuan

penelitian sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui lebih mendalam latar belakang dan tujuan
diperlukannya pembentukan Bank Tanah.

Untuk mengidentifikasi aturan hukum yang ada, sebagai dasar
pembentukan Bank Tanah, dan dasar hukum lain yang diperlukan
untuk mengatur pengelolaan Bank Tanah.

Untuk menginventarisasi potensi sumber daya lahan/tanah yang
akan dikelola oleh Bank Tanah, termasuk tata cara perolehannya,
pemanfaatannya dan pelepasannya serta untuk mengetahui hal-hal
yang dapat dikelola dan diatur oleh Bank Tanah.

Untuk mengetahui lembaga pengelola yang diperlukan untuk
kepentingan Bank Tanah.

Untuk mengetahui problematika yang potensial muncul dalam

pengelolaan Bank Tanah



Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu:

Menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis untuk memperjelas
urgensi dan keberadaan Bank Tanah dalam pengelolaan pertanahan
di Indonesia;

Hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait rencana

pembentukan Bank Tanah di Indonesia



-

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Bank Tanah menjadi prioritas untuk segera diimplementasikan di Indonesia

dikarenakan selama ini proses pengadaan tanah di Indonesia mengalami
berbagai macam hambatan. Salah satu faktor penghambat adalah pemerintah
tidak mempunyai cadangan tanah yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan pembangunan.

UUD Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
tahun 1960, Undang-undang no 2 tahun 2012 serta Undang-undang no 17
Tahun 2007 telah memberikan dasar tentang pembentukan Bank Tanah di
Indonesia

Sumber Objek Tanah yang dapat menjadi aset bank tanah adalah Tanah
Cadangan Umum Negara (TCUN), Tanah aset pemerintah yang belum
dimanfaatkan, Tanah timbul, tumbuh, maupun bekas pertambangan, Tanah
yang terkena kebijakan perubahan tata ruang ataupun konsolidasi tanah,
Tanah pelepasan kawasan hutan serta Tanah dari proses pengadaan langsung,
pengadaan untuk kepentingan umum, ataupun hibah serta sumbangan yang
sejenis

Usulan Organ penyelenggara Bank Tanah Nasional (BATANAS) terdiri dari
Komite Bank Tanah, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. Komite Bank
Tanah ditetapkan oleh Presiden dan Ketua Komite dijabat oleh Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan
anggota terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) dan dapat ditambah menteri lain yang terkait.
Komite Bank Tanah ini mempunyai kewenangan dalam menetapkan Dewan
Pengawas dan Dewan Pelaksana. Komite tersebut memungkinkan koordinasi
secara lebih intensif antar Kementerian dan Lembaga terkait dalam
pengelolaan Bank Tanah Nasional.

Potensi kendala implementasi Bank Tanah di Indonesia antara lain,
administrasi pertanahan yang belum lengkap, ketersediaan Tanah Cadangan

40



Umum Negara (TCUN) yang belum terdeteksi secara maksimal, serta aspek

perencanaan tata ruang yang masih banyak kekurangan di Indonesia.

. Saran

Pembahasan Pengadaan Tanah dalam Bank Tanah hanya sebatas gambaran
kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, diperlukan
bahasan yang lebih luas untuk memperkuat proses pentingnya pembentukan
Bank Tanah.

Perlu kajian lebih lanjut dan mendalam terkait proses peralihan hak atas tanah
terhadap tanah yang berpotensi menjadi sumber pencadangan bagi Bank

Tanah.
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